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PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD  KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK	:	-	Dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan perhitungan Kemempuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Peraturan Menteri DEalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan Oprasional;
· Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011;  UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 14 Tahun 2015;  PP No.58 Tahun 2005; PP No. 59 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017;   Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2009; Perad No. 6 Tahun 2016; Perda No. 1 Tahun 2017; Perbub No. 76 Tahun 2016.
· Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelompokan Keuangan Daerah, Formulasi perhitungan, Penentuan Kelompok kemampuan Keuangan Daerah, Rumus Perhitungan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional, Pemeberian Tunjangan Transportasi, Tata Cara Pembayaran Komunikasi Intensif Dana Oprasional dan Tunjangan Transportasi. 

CATATAN	:	- 	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2017.





